PERATURAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU

NOMOR 09 TAHUN 2005

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU

Menimbang :

a.

bahwa dalam rangka terselenggaranya pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat
di Provinsi Kepulauan Riau sebagaimana dimaksud Undang-undang Nomor 25 Tahun 2002
tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau, perlu dibentuk Susunan Organisasi dan
Tatakerja Perangkat Daerabh;

bahwa untuk melaksanakan tugas Pemerintah Daerah dalam memelihara dan
menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum serta penegakan peraturan perundang-
undangan perlu dibentuk perangkat daerah Satuan Polisi Pamong Praja;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b di atas, perlu
membentuk Satuan Polisi Pamong Praja dengan Peraturan Daerah.

Mengingat :

1.

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara
Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043) sebagaimana telah diubah
dengan undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4237);

Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4389);

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);

Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah
Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
126, Tembahan Lembaran Negara Nomor 4438);

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan
Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3592);

Peraturan Pemerintah Nomor 100 tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil
dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2000 Nomor 197,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018); sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan



Pemerintah Nomor 100 tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam
Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);

8.  Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14 dan Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4262);

9.  Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 Tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan
dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 15,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4263);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 20004 Tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong
Praja, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 112, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4428).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
DAN
GUBERNUR KEPULAUAN RIAU
MEMUTUSKAN
Menetapkan :

PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA
KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU.

BAB |

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.

2.

Daerah adalah Provinsi Kepulauan Riau;
Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau;
Kepala Daerah adalah Gubernur Kepulauau Riau;

Perangkat Daerah adalah Organisasi/Lembaga Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab
kepada Kepala Daerah dan membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan.

Satuan Polisi Pamong Praja adalah perangkat pemerintah daerah dalam memelihara dan
menyelenggarakan ketenteraman dan ketertiban umum serta menegakkan Peraturan Daerah,
Peraturan Gubernur, Keputusan Gubernur dan produk hokum daerah lainnya.

Polisi Pamong Praja adalah aparatur Pemerintah Daerah yang melaksanakan tugas Kepala
daerah dalam memelihara dan menyelenggarakan ketenteraman dan ketertiban umum,
menegakkan Peraturan Daerah, Peraturan Gubernur, Keputusan Gubernur dan produk hukum
daerah lainnya.



1)

@)

1)

@)

Ketenteraman dan ketertiban umum adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan
Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan
tenteram, tertib dan teratur.

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja adalah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi
Kepulauan Riau.

Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PPNS adalah pegawai negeri sipil
yang diberi kewenangan sebagai penyidik berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB I
PEMBENTUKAN PERANGKAT DAERAH
Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Susunan Organisasi dan Tatakerja Satuan Polisi
Pamong Praja Provinsi Kepulauan Riau.

Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan Satuan Polisi
Pamong Praja tipe B sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 Tentang
Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja.
BAB Il
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI
Bagian Pertama
Kedudukan
Pasal 3
Satuan Polisi Pamong Praja, merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang
keamanan, ketentraman dan ketertiban umum, menegakkan Peraturan Daerah sesuai dengan

kewenangan Pemerintah Provinsi serta Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Satuan Polisi Pamong Praja, dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua
Tugas

Pasal 4

Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas memelihara dan menyelenggarakan
ketenteraman dan ketertiban umum, menegakkan Peraturan Daerah, Peraturan gubernur,
Keputusan Gubernur dan produk hukum daerah lainnya.

Bagian Ketiga
Fungsi

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Satuan Polisi Pamong
Praja mempunyai fungsi :



a. Penyusunan program dan pelaksanaan ketenteraman dan ketertiban umum, penegakan
Peraturan Daerah, Peraturan Gubernur, Keputusan Gubernur dan produk hukum daerah
lainnya;

b. Pelaksanaan kebijakan pemeliharaan dan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban
umum di daerah;

c. Pelaksanaan kebijakan penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Gubernur, Keputusan
Gubernur dan produk hukum daerah lainnya;

d. Pelaksanaan koordinasi pemeliharaan dan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban
umum serta penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Kepala daerah, Keputusan Gubernur
dan produk hukum daerah lainnya dengan aparat kepolisian negara, PPNS dan/atau aparatur
lainnya.

e. Pengawasan terhadap masyarakat agar mematuhi dan mentaati Peraturan Daerah dan atau
produk hukum daerah lainnya.

BAB IV
WEWENANG, HAK DAN KEWAJIBAN
Pasal 6
Polisi Pamong Praja berwenang :

a. menertibkan dan menindak warga masyarakat atau badan hukum yang mengganggu
ketentraman dan ketertibnan umum.

b. Melakukan pemeriksaan terhadap warga masyarakat atau badan hukum yang melakukan
pelanggaran atas Peraturan daerah, Peraturan Gubernur, Keputusan Gubernur dan atau
produk hukum daerah lainnya.

c. Melakukan tindakan represif non yusticial terhadap warga masyarakat atau badan hukum yang
melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah, Peraturan Gubernur, Keputusan gubernur dan
produk hukum daerah lainnya.

Pasal 7

Polisi Pamong Praja mempunyai hak kepegawaian sebagai penagawai negeri sipil dan

mendapatkan fasilitas lainnya sesuai dengan tugas dan fungsinya berdasarkan peraturan

perundang-undangan.
Pasal 8

Dalam melaksanakan tugasnya, Polisi Pamong Praja wajib :

a. menjunjung tinggi norma hukum, norma agama, hak asasi manusia dan norma-norma sosial
lainnya yang hidup dan berkembang di masyarakat;

b. membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu
ketentraman dan ketertiban umum;

c. melaporkan kepada kepolisian Negara atas ditemukannya atau patut diduga adanya tindak
pidana;

d. menyerahkan kepada PPNS atas ditemukannya atau patut diduga adanya pelanggaran
terhadap Peraturan Daerah, Peraturan Gubernur, Keputusan Gubernur dan produk hukum



